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ABSTRACT 

In the application of Modernization of Government Services or e-government and 

the use of Information and Communication Technology, the government through 

the Ministry of ATR / BPN issued a Regulation of the Minister of Agrarian and 

Spatial Planning (Permen) Number 1 of 2021 concerning Electronic 

Certificates.Which is the latest innovation from the Ministry of Agrarian and 

Spatial Planning to update the form of Conventional Certificates to Electronic 

Certificates. However, reaping a variety of Thoughts between the Pro and Con 

Teams. The reason for the contra party is regarding the Guarantee of Legal 

Certainty of Electronic Certificates and the Feasibility of this Ministerial 

Regulation. Article 4 paragraph 1 of the Agrarian Regulation and the Space 

Regulation on Electronic Certificates is stated, Ele  ctronic Certificates are 

carried out safely, reliably and responsibly for the operation of electronic 

systems. The problem to be studied in this thesis is about electronic certificates. 

This research is a normative research with a statutory approach as well as from 

several books, journals and Internet sources. The results of the study showed that 

the certificate was guaranteed legal certainty, but did not regulate it 

compensatorily. This Agrarian candy has weaknesses, namely regarding 

dependent rights and other technicalities that are considered important. 

 

KeywordsYuridical Review,  Security, Electronik Land Certificate,  Minister of 

Agrarian Regulations.
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ABSTRAK 

Dalam penerapan Moderenisasi Pelayanan Pemerintah atau e-government serta 

pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah melalui 

Kementerian ATR/BPN menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang 

(Permen) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik.Yang merupakan 

sebuah Inovasi terbaru dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk 

memperbaharui bentuk dari Sertipikat  Konvessional menjadi Sertipikat 

Elektronik. Namun hal tersebu, menuai beragam Pemikiran antara Tim Pro dan 

Kontra. Alasan pihak kontra yaitu mengenai Jaminan Kepastian Hukum Sertipikat 

Elektronik serta Kelayakan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 4 ayat 1 Permen 

Agraria danTata Ruang tentang Sertipikat Elektronik tercantum, Sertipikat 

Elektronik dilakukan secara aman, andal dan bertanggung jawab terhadap 

beroperasinya sistem Elektronik. Permasalahan yang hendak diteliti dalam 

skripsiini yaitu tentang sertipikat elektronik.. Penelitian ini merupakan penelitian 

viia katasvii dengan pendekatan perundang-undangan serta dari beberapa buku, 

jurnal dan sumber Internet. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sertipikat 

terjamin kepastian hukumnya, akan tetapi tidak mengatur secara kompeherensip. 

Permen Agraria ini memiliki kelemahan yaitu mengenai hak tanggungan dan 

teknis lainnya yang dianggap penting. 

 

 

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Keamanan, Sertipikat Tanah Elektronik, 

Peraturan Mennteri Agraria 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Perkembangan teknologi dan Ilmu Pengetahuan tidak dapat 

dipungkiri bahwa telah berkembang dan maju sangatlah cepat termasuk di 

Indonesia. Bisa dilihat dari kehidupan sehari – hari, disetiap aktivitas yang 

akan dijalani selalu berhubungan dengan teknologi, mulai dari mencari 

berbagai Informasi sampai dengan hal – hal yang menentukan 

perkembangan ekonomi, sosial budaya, politik dan pendidikan. Oleh 

Karena itu, sudah saatnya kita mulai menyeimbangi dan mulai melakukan 

segala hal sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satunya dalam hal 

penerbitan Sertipikat tanah secara elektronik. 

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dengan munculnya 

1a katas dan internet telah mendorong komputerisasi dalam proses 

pendaftaran tanah. Sisi baik dari penerapan teknologi ini adalah untuk 

meningkatkan produktivitas dan efisiensi, karena selama ini masih 

menggunakan sistem berbasis kertas dalam operasionalnya, secara 

otomatis memakan biaya yang cukup besar, sulit untuk menyimpan dan 

mengambil dokumen tanah dan juga memerlukan waktu yang lama, 

bahkan dalam beberapa kasus dokumen tanah tidak ditemukan. Sistem 

elektronik adalah sebuah keniscayaan untuk jaman modern saat ini, namun 

untuk menjamin dan tidak mengurangi kepastian hukum 1a katas tanah, 

maka kajian secara 

komprehensif dan 1a katas, baik secara yuridis dan teknis terhadap 

sertipikat elektronik perlu dilakukan.
1
 Dapatlah dikatakan bahwa hukum 

mengatur hubungan hukum yang terdiri dari ikatan – ikatan antara 

                                                             
1
 Dian Aries Mujiburohman , 2021, “Transformasi Dari Kertas Ke Elektronik: 

Telaah Yuridis Dan Teknis Sertipikat Tanah Elektronik “,BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, 

Vol 1 No 7, hlm. 60.  
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individu dan masyarakat itu sendiri.
2
 Oleh Karen itu, penerbitan sertipikat 

tanah elektronik merupakan sebuah hubungan hukum. 

Sertipikat merupakan salah satu bukti informasi atas kebendaan, 

atau hal yang telah dilakukan berdasarkan serangkaian prosedur yang telah 

diikuti. Ketika seseorang mendaftarkan sesuatu, dimana salah satunya 

yaitu mendaftarkan 3a katas tanah, baik itu secara pertama kali maupun 

atas dasar peralihan Hak. Hal ini tentunya tidak dapat dipungkiri bahwa 

dalam hal menerbitkan Sertipikat tanah bisa dilakukan dengan 

menggunakan teknologi yaitu dengan cara Elektronik.  

Pemerintah berupaya dan melakukan hal sebisa mungkin, yaitu 

salah satunya dengan cara mengeluarkan aturan atau kebijakan pada 

tanggal 12 Januari 2021, Pemerintahan pusat melalui Kementrian 

ATR/BPN untuk menjadikan Sertipikat Tanah secara tercetak menjadi 

Sertipikat elektronik atau secara digital. Hal ini dapat dilihat dari aturan 

yang di keluarkan atau di berlakukan, yaitu dalam Peraturan Menteri 

ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik.       

Mengenai pergantian pergantian Sertipikat menjadi sertipikat – el  

untuk tanah yang sudah telah di jelaskan dalam pasal 15 dalam Peraturan 

Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik 

yang berbunyi:  

                                                             
2 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar,  Yogkarta, 2019, CV Maha Karya 

Pustaka, hlm.57-58. 
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 “(1) penggantian Sertipikat menjadi Sertipikat – el sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 14 dilakukan apabila data fisik dan data 

yuridis pada buku tanah dan Sertipikat telah sesuai dengan data 

fisik dan data yuridis dalam Sistem Elektronik. 

(2) Dalam hal data fisik dan data yuridis sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) belum sesuai maka Kepala Kantor Pretanahan 

melakukan validasi. 

 

Dalam hal upaya tersebut pemerintah mendapatkan banyak sekali 

pro dan kontra dimasyarakat mengenai keamanan data serta kelayakan 

aturan yang dibuat. Dikarenakan zaman sekarang atau di era 5.0 dimana 

teknologi berkembang pesat, sering terjadi kasus kebocoran data yang 

kadang disalah gunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. 

Dari pro dan kontra tersebut, ada beberapa resiko yang akan 

diambil jika akan menerbitkan Sertipikat tanah secara elektronik. Resiko 

tersebut memunculkan dua hal yang saling berkesinambungan mengenai 

kelebihan dan kekurangan dari penerbitan Sertipikat elektronik. Beberapa 

kelebihan yang akan dirasakan dari penerbitan Sertipikat tersebut yaitu 

dapat mempermudah proses validasi data, efisiensi dalam proses 

pendaftaran 

tanah, kepastian hukum dan perlindungan hukum.
3
 Kemudian mengurangi 

jumlah sengketa, konflik dan perkara pengadilan mengenai pertanahan dan 

menaikan nilai registering property dalam rangka memperbaiki peringkat 

Ease Of Doing Business ( EoDB ).
4
 

Selain dari kelebihan diatas, Penyelenggaraan Pendaftaran tanah 

secara elektronik akan meningkatkan efisiensi baik pada simpul input, 

proses maupun output, sekaligus mengurangi pertemuan fisik antara 

pengguna layanan dan penyedia layanan. Selain sebagai upaya 

minimalisasi biaya transaksi pertanahan, hal ini juga efektif untuk 

                                                             
3
 Tiara Santia, Ternyata Ini Alasan Pemerintah Terapkan Sertifikat Tanah Elektronik Mulai 2021, 

https://www.liputan6.com/bisnis/read/4474588/ternata-ini-alasan-pemerintah-terapkan-sertifikat -

tanah-elektronik-mulai-2021, diakses pada 5 Febuari 2022. Pukul 09.16 WIB. 
4
 Ibid. 

https://www.liputan6.com/bisnis/read/4474588/ternata-ini-alasan-pemerintah-terapkan-sertifikat%20-tanah-elektronik-mulai-2021
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4474588/ternata-ini-alasan-pemerintah-terapkan-sertifikat%20-tanah-elektronik-mulai-2021
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mengurangi dampak 5a katas.
5
 Oleh karena hal itu, keamanan dan 

kelayakan dari Peraturan yang diterbitkan dalam proses penerbitan 

Sertipikat Tanah merupakan hal yang paling diutamakan. Salah satu hal 

yang melatarbelakangi penerbitan Sertipikat tanah elektronik yaitu 

merupakan bagian dari meningkatkan keamanan bagi si pemilik tanah.  

Terdapat beberapa faktor tertentu yang  menimbulkan 

kekhawatiran atas ketidakpercayaan dalam proses pengamanan data yang 

mencangkup informasi diri serta kepemilikan dari Sertipikat tanah yang 

bisa sewaktu – waktu berubah karena ketidak sengajaan atau kelalaian dari 

staff atau anggota Badan Pertanahan Nasional atau seseorang yang dengan 

sengaja melakukan kejahatan didunia teknologi atau yang dikenal dengan 

cyber crime.

                                                             
5
 Dwi Aditya Putra, Memahami Seluk Beluk Sertifikat Tanah Elektronik, 

https://m.merdeka.com/khas/memahami-seluk-beluk-sertifikat-tanah-elektronik.html, diakses pada 

5 Febuari 2022. Pukul 10.06 WIB. 

https://m.merdeka.com/khas/memahami-seluk-beluk-sertifikat-tanah-elektronik.html


 

 
 

Dikatakan bahwa konsep Sertipikat elektronik ini berangkat dari 

permasalahan yang terjadi dilapangan maupun dari pemikiran masyarakat 

yang masih konvensional. Hal ini terjadi dikarenakan dampak dari 

beberapa tahun yang lalu, melalui sistem pertanahan yang dirasa belum 

baik sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat, contohnya 

dalam beberapa kasus yang sering ditemukan, terdapat Sertipikat tanah 

ganda dan peralihan 6a katas tanah yang masih terdapat sengketa tetapi 

ditemukan Sertipikat tanah atas pemilik yang baru. Hal ini lah yang 

menjadikan kontroversi dan menimbulkan 6a kata hukum di masyarakat. 

Pengesahan Sertipikat tanah elektronik menimbulkan banyak 

pertanyaan dari masyarakat terkait keamana data bagi para pemilik 

Sertipikat yang nantinya akan dirubah menjadi digitalisasi oleh 

pemerintah. Kontra yang ada dimasyarkat adalah berkaitan dengan 

jaminan keamanan Sertipikat dengan diterapkan Sertipikat elektronik.
6
 

Masyarakat juga menganggap pemerintah belum mampu menjaga data 6a 

kat karena rawan penyalahgunaan data.
7
 Salah satu alasan yang 

menjadikan masyarakat berpandangan seperti itu, dikarenakan dari 

beberapa kasus dan kejadian  yang terjadi, contohnya dalam penerapan dan 

pengesahan dari program e-KTP.

                                                             
6
 Yanita Petriella, BPN Yakin Sertipikat Tanah Elektronik Mampu Cegah Sengketa Lahan, 

https://ekonomi.bisnis.com/read/20210208/47/1354006/bpn-yakin-sertifikat-tanah-elektronik-

mampu-cegah-sengketa-lahan, diakses pada 5 Febuari 2022, Pukul 11.10 WIB. 
7
 Feni Freycinetia Fitriani, Pakar: Sentimen Sertifikat Tanah Elektronik di Medsos Sangat Negatif, 

https://kabar24.bisnis.com/read/20210205/15/1352811/pakar-sentimen-sertifikat-tanah-elektronik-

si-medsos-sangat-negatif , diakses pada 5 Febuari 2022. Pukul 11.17 WIB.  

https://ekonomi.bisnis.com/read/20210208/47/1354006/bpn-yakin-sertifikat-tanah-elektronik-mampu-cegah-sengketa-lahan
https://ekonomi.bisnis.com/read/20210208/47/1354006/bpn-yakin-sertifikat-tanah-elektronik-mampu-cegah-sengketa-lahan
https://kabar24.bisnis.com/read/20210205/15/1352811/pakar-sentimen-sertifikat-tanah-elektronik-si-medsos-sangat-negatif
https://kabar24.bisnis.com/read/20210205/15/1352811/pakar-sentimen-sertifikat-tanah-elektronik-si-medsos-sangat-negatif


 

 
 

Akibat dari pemberlakuan atas kebijakan ini, banyak sekali kasus 

kebocoran data yang mengakibatkan pencurian informasi diri sampai 

dengan mengakibatkan manipulasi data atas kebendaan dan lainnya. Hal 

ini menjadi referensi masyarakat atas ketidakpercayaan akan digitalisasi 

dan akan kemampuan pemerintah membangun sitem untuk Sertipikat yang 

realiable 7a katas.
8
 Serta kelayakan dan kejelasan dari aturan yang 

disahkan. 

Berdasarkan hal – hal diatas yang melatar belakangi penulisan 

karya ilmiah (Skripsi) ini, maka penulis tertarik dan berinisiatif melakukan 

penelitian tersebut berasarkan peristiwa hukum yang terjadi dimasyarakat 

dan melihat peluang ketidakjelasan yang mungkin terjadi akibat 

diterbitkan nya aturan baru. Maka dari itu, judul karya tulis ilmiah 

(Skripsi) ini yaitu “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEAMANAN 

SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK MENURUT PERATURAN 

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN 

PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 

TAHUN 2021 TENTANG SERTIPIKAT ELEKTRONIK“.  

B. IDENTIFIKASI MASALAH 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dirumuskan 

diatas, maka dapat di identifikasi masalah yang terjadi, yaitu: 

1. Bagaimana Jaminan Kepastian hukum terhadap penerbitan Sertipikat 

tanah elektronik ? 

2. Apakah Permen No 1 Tahun 2021 layak diberlakukan ditinjau dari 

Pengertian Sertipikat berdasarkan PP No 24 Pasal 32 ayat (1) tahun 

1997 tentang Pendaftaran Tanah ? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Dalam rangka penyusunan skripsi ini, ada tujuan yang hendak 

dicapai, sehingga penulisan skripsi ini terarah dan tujuan nya bisa dicapai, 

tujuan penelitian skripsi ini untuk:

                                                             
8
 Ibid. 
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1. Mengetahui Jaminan Kepastian hukum terhadap penerbitan Sertipikat 

elektronik. 

2. Mengetahui kelayakan dari Permen No 1 Tahun 2021  ditinjau dari 

Pengertian Sertipikat berdasarkan PP No 24 Pasal 32 ayat (1) tahun 

1997 tentang Pendaftaran Tanah.  

D. KEGUNAAN PENELITIAN 

1. Secara Teoritis 

 Sebagai bahan tambahan referensi bagi penelitian dimasa yang akan 

datang dan juga dapat diharapkan untuk memberikan masukan atau 

pertimbangan bagi penelitian dimasa yang akan datang. 

2. Secara Praktis 

a. Penelitian ini sebagai pengetahuan untuk masyarakat umum bahwa 

keamanan Sertipikat elektronik dijamin oleh pemerintah berdasarkan 

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat 

elektronik dan undang – undang nomor 19 tahun 2016 tentang 

perubahan atas undang – undang nomor 11 tahun 2008 tentang 

informasi dan transaksi elektronik. 

b. Penelitian ini sebagai bahan informasi untuk pihak pemerintah 

selaku pembuat peraturan bahwa pentingnya keamanan dan kepastian 

hak Sertipikat elektronik bagi masyarakat. 

E. KERANGKA PEMIKIRAN 

Dalam Bab 1 pasal 1 ayat (3) Undang – undang Dasar 1945, 

disebutkan bahw negara Indonesia adalah negara Hukum, sehingga Negara
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 Indonesia menganut Asas Kepastian Hukum. Asas Kepastian Hukum 

yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan perumusann 

peraturan perundang – undangan, kepastian dan keadilan alam setiap 

kebijakan penyelenggaraan negara.
9
 Kepastian hukum dalam penerbitan 

Sertipikat tanah ini bersifat rechkadaster yang harus melalui pendaftaran 

tanah terlebih dahulu, baik itu pendaftaran tanah secara pertama kali atau 

bukan.  

Berdasarkan pada pasal 19 ayat (1) Undang – undang No. 5 tahun 

1960 tentang peraturan dasar pokok – pokok Agraria bahwa : 

“ untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakannya 

pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indoneia Menurut 

Ketentuan – ketentuan yang diatur dengan Peraturan 

Pemerintah”.
10

  

Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang – 

undangan, memerlukan persyaratan yang berkenan dengan struktur 

internal dari norma hukum itu sendiri.
11

 Persyaratan internal tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1. Kejelasan konsep yang digunakan. 

Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang 

kemudian disatukan kedalam konsep tertentu pula. 

2. Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan 

perundang – undangan. 

Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan 

mengikat atau tidaknya peraturan perundang – undangan yang 

dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberikan arahan kepada 

pembentuk hukum yang mmepunyai kewenangan untuk membentuk 

suatu peraturan perundang – undangan tertentu. 

3. Konsistensi norma hukum perundang – undangan. 

                                                             
9
 Penjelasan pasal 2 ayat (3) Undang – undng No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional. 
10

 Bunyi pasal 19 ayat (1) UU No 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok – pokok Agraria. 
11

 Fernando M Manulang,  Hukum Dalam Kepastian, Prakarsa, Bandung, 2007, hlm. 95 
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Ketentuan dan sejumlah peraturan perundang – undangan yang terikat 

denga satu subjek tertentu, tidak saling bertentangan antara satu 

dengan yang lain.
12

 

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya penegakkan serta 

pengaturan hukum dalam sistem perundang – undangan yang telah dibuat 

oleh pemerintah, yang dimana aturan – aturan ini memuat aspek yuridis. 

Berdasarkan aspek inilah terdapat jaminan akan kepastian, bahwa hukum 

berfungsi sebagai aturan yang perlu ditaati. 

Berdasarkan uraian – diatas, maka kepastian hukum dianggap 

memuat sebuah kejelasan, yang dapat dilaksanakan dan dijamin akan 

perlindungannya. Maka dari hal ini, hukum dianggap sebuah kepentingan 

yang berlaku dimasyarakat dan secara tegas ditaati serta mengandung 

keterbukaan, agar keinginan bersama dapat tercapai. 

Perwujudan dalam sebuah perlindungan itu sendiri, bahwa setiap 

warga negara berhak mendapatkan rasa aman. Aman yang dimaksud disini 

adalah aman atas informasi dirinya atau data pribadinya dan mendaptakan 

perlindungan hukum.  

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang 

diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik 

yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis 

maupun yang tidak tertulis.
13

 Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan 

Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia 

(HAM) yang dirugikan oranglain dan perlindungan itu diberikan kepada 

masyarakat agar dapat menikmati semua hak – hak yang diberikan oleh 

hukum.
14

 

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrument untuk 

mengatur hak – hak kewajiban – kewajiban subyek hukum. Menurut 

                                                             
12

 Ibid, hlm. 39 
13

 Philipus M. Hadjon,  Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, 

Yogyakarta, 2011, hlm. 10.  
14

 Sajipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.54. 
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Sudikno Mertokusumo hukum berfungsi sebagai Perlindungan hukum dari 

kesewenang – wenangan.
15

 

Menurut para ahli hukum, bahwa negara hukum pada hakikatnya 

adalah negara yang menolak melepaskan kekuasaan tanpa kendali.
16

 

Dalam penyelenggaraannya negara harus berdasarkan hukum yang adil 

sebab negara hukum tidak dapat dipisahkan dari pemikiran serta 

pandangan dari rakyat. Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan 

membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum 

yang dibuat atas dasar kekuasaan dan kedaulatam rakyat.
17

 

Menurut Jimly Assiddiqie, Konsep Indonesia adalah negara hukum 

belum pernah dirumuskan secara komprehensif yang ada hanya 

pembangunan bidang hukum yang bersifat sektoral.
18

 Hukum harusnya 

dipahami dan dikembangkan sebagai satu sistem, yang dimana kesatuan 

11a katas11 terdapat: 

1. Elemen kelembagaan  

2. Elemen kaidah aturan 

3. Elemen perilaku para subjek hukum yang menyandang hak dan 

kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu.
19

 

Ketiga elemen sistem ini mencakup : 

a. Kegiatan pembuatan hukum ( fungsi legislasi dan regulasi) 

b. Kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum (fungsi eksekutif dan 

adminidtratif) 

c. Kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (fungsi yudikatif dan 

yudisial).
20

                                                             
15

 SudiknoMertokusumo, Bab – bab Tentang Penemuan Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung , 

1993, hlm. 140. 
16

 Alwi Wahyudi, Hukum Tata Negara Indonesia dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi, 

Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm. 62. 
17

 Ibid, hlm. 63 
18

 Ibid, hlm. 64. 
19

 Ibid 
20

 Ibid, hlm. 65 
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Beradasarkan hal diatas, Indonesia sendiri lebih banyak dalam 

kegiatan pembuatan aturan atau perundang – undangan daripada kegiatan 

pelaksanaa atau penerapan hukum yang telah dibuat. Akibatnya, banyak 

orang yang kurang paham dan ketidaktahuan akan hukum atau aturan yang 

dibuat.  

Karena teori inilah, bahwa konsep negara hukum dianggap sebagai 

doktrin teori fiktie, yang beranggapan bahwa begitu suatu norma hukum 

diterapkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu hukum.
21

 

Ketidaktahuan seeorang akan hukum tidak dapat membebaskan orang itu 

dari tuntutan hukum.
22

 

F. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian menurut Muhammad Nasir adalah sebuah 

kegiatan ilmiah yang dilakukan menggunakan teknik yang cermat dan 

sistematis
23

. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian hukum 12a katas12 (doctrinal legal research), yakni penelitian 

tentang hukum sebagai norma dan kenyataan (perilaku) atau sebagai 

sesuatu yang dicita – citakan dan sebagai realitas atau hukum yang 

hidup.
24

 Selain itu, sifat dari 12a katas hukum bersifat teoritas rasional 

sehingga mode penalaran yang digunakan adalah logika deduktif.
25

 

1. Spesifikasi Penelitian  

  Pada dasarnya penelitian ini menggunakan metode 12a katas12 

yang dimana lebih mengutamakan kekuatan kepastian hukumnya 

beradasarkan perundang – undangan yang berkaitan dengan teori – 

                                                             
21

 Ibid, hlm.65. 
22

 Ibid,hlm.65 
23

 Nofri Satriawan, Penegertian Metode Penelitian Dan Jenis – Jenis Metode Penelitian,  

https://ranahresearch.com/metode-penelitian-dan-jenis-metode-penelitian, diakses pada15 Febuari 

2022, Pukul 09.25 WIB. 
24

 Soerono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum normatif-Ed.1,-cet.19. Rajawali Pers, 

Depok, 2019. Hlm 12. 
25

 Nur Hidayani Alimuddin, 2021, Implementasi Sertifikat Elektronik Sebagai Jaminan Kepastian 

Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia, Jurnal SASAI, Vol. 27 No.3. 

https://ranahresearch.com/metode-penelitian-dan-jenis-metode-penelitian
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teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positifnya pada 

permasalahan dalam penelitian ini.
26

                                                             
26

 Ibid, hlm. 38. 



 

 
 

2. Metode Pendekatan 

 Penelitian ini menggunakan metode yuridis 14a katas14, jika 

mengingat dari permasalan yang akan dibahas berdasarkan Perundang 

– undangan serta norma, teori dalam penerapan prakteknya. Dalam 

metode pendekatan perundang – undangan peneliti perlu memahami 

hirarki, adanya asas- asas dalam perundang – undangan.
27

 Menurut 

pasal 1  angka 2 Undang – Undang adalah peraturan tertulis yang 

memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau 

ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui 

prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan.
28

 

 Pada penelitian ini, kajian yang dilakukan yaitu inventarisasi 

terhadap hukum positif mengena Informsi dan Transaksi Elektronik, 

hukum agraria dan penerbitan Sertipikat tanah, asas hukum, asas 

kepastian hukum. 

 Pendekatan perundang – undangan (Statute Aprroach)  dilakukan 

dengan mengkaji serta menelaah aturan yang berkaitan dengan 

penerbitan Sertipikat tanah elektronik yang di tinjau berdasarkan 

aturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Agraria Dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 

1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik yang dihubungkan 

dengan aturan – aturan mengenai informasi dan transaksi elektronik 

yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini. Selanjutnya 

yaitu menggunakan pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)  

yaitu pendekatan berdasarkan konsep yang berkaitan dengan 

permasalahan keamanan dari penerbitan Sertipikat tanah secara 

elektronik yang ditinjau berdasarkan aturan terbaru yaitu Peraturan 

Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Tanah 

                                                             
27

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet 2, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.137. 
28

 Ibid 
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yang dihubungkan dengan aturan – aturan mengenai informasi dan 

transaksi elektronik.  

3. Tahap Penelitian 

 Dalam tahap penelitian penulis ini hanya menggunakan dua 

tahapan saja,  yaitu tahap persiapan dan kedua adalah tahap penelitian. 

Jenis data yang akan digunakan adalah studi kepustakaan. Penelitian 

kepustakaan, yaitu dengan dimulai dari pengumpulan teori – teori, 

asas hukum dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan keamanan 

penerbitan Sertipikat tanah elektronik menurut Peraturan Menteri 

Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik, 

berdasarkan dari sumber data atau subyek dari mana data ini 

diperoleh. Pada Tahap Ini ditentukan sumber data primer, Sekunder 

dan Tersier, terutama pada Penelitian yang bersifat normative yang 

didasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan.
29

 Dari 3 sumber 

yaitu: 

1) Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat 

autoriatif, artinya mempunyai otoritas.
30

 Untuk bahan hukum 

primer  yang paling utama berupa perundang – undangan dan 

yang lainnnya hanya berupa pembanding seperti putusan 

pengadilan.
31

 Maka bahan baku primer yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Undang – Undang Dasar 1945, Peraturan 

Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan       

Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang 

                                                             
29

 Cik Hasan Bisri, Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi Bidang 

Agama Islam, Ed 1-3,  Jakarta, 2022, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 64. 
30

 Peter Mahmud Marzuki, op.cit, hlm, 181. 
31

 Ibid, hlm. 182. 
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Sertipikat Elektronik, undang – undang nomor 19 tahun 2016 

tentang perubahan atas undang – undang nomor 11 tahun 2008 

tentang informasi dan transaksi elektronik, UU No. 51 tahun 

2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 

5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usha Negara, UU No. 5 

tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok – pokok Agraria. 

2) Bahan hukum Sekunder 

 Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang 

hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi 

seperti buku-buku teks, kamus- kamus hukum, jurnal- jurnal 

hukum dan komentar – komentar atas putusan pengadilan.
32

 

Data Sekunder dapat digunakan sebagai bahan untuk 

mengadakan Penelitian terhadap hasil – hasil Penelitian yang 

dilakukan Penelitian sebelum melakukan Penelitian yang 

sesungguhnya.
33

 

3) Bahan Hukum Tersier 

 Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder,34 seperti kamus 

dan informasi dari internet. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk mengumpulkan data, maka penulis akan menggunakan data 

dengan cara Studi Dokumen. Studi dokumen adalah cara 

pengumpulan data dengan menggunakan sumber berdasarkan 

kepustakaan, undang – undang untuk memperoleh data primer dan 

sekunder yang dimana dilakukan dengan cara menginventarisasi serta 

mempelajari dan mengutip dari buku – buku kepustakaan, undang – 

undang  serta 

                                                             
32

 Ibid, hlm. 181. 
33 Soerjono Soekanto Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat, Depok, 

2019, Rajwali Pers, Hlm. 35. 
34

 Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit, hlm.182. 
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beberapa referensi dari jurnal dan internet yang sesuai dan 

berkesinambungan dengan penelitian ini. 

5. Alat Pengumpulan Data 

  Dalam mengumpulkan data, maka penulis menggunakan alat 

sebagai berikut : 

a. Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakan berupa 

buku – buku, perundang – undangan yang berkaitan dengan 

permasalahan yang dibahas. 

b. Alat pengumpulan data dalam Internet berupa Jurnal dan e-

book. 

6. Analisis Data 

  Berdasarkan dari sifat penelitian ini, maka analisis data dari 

penlitian ini bersifat deskriptif analitis. Analitis data yang digunakan 

berdasarkan pendekatan metode yuridis 17a katas17 terhadap data 

primer dan sekunder. Dalam hal ini, penelitian diatas mencoba 

menggambarkan tentang kepastian hukum Sertipikat tanah secara 

elektonik serta kelayakan dari  Peraturan Menteri Agraria Dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 

1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat 

7. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah: 

a. Perpustakaan 

1) Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Sukabumi, 

sukamanah, Kec. Cisaat, Jawa Barat 43152. 

2) Universitas Nusa Putra, Jl. Raya Cibatu No. 21 

Cibolang Kaler Kec. Cisaaat Kabupaten Sukabumi, Jawa 

Barat 43152.
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8. Jadwal Penelitian 

  Jadwal Penelitian ini meliputi persipan, pelaksanaan dan pelaporan 

hasil dari Penelitian dalam bentuk Tabel.  

  

 

  

 

 

 

 

No

1 Tahap Persiapan Penelitian

a. pengajuan  judul

b. pengumpulan data

2 Tahap Pelaksanaan

a. Analisis Data

b. Penyusunan Laporan

3 Pelaporan Penelitian

Januari Febuari Maret

Waktu Pelaksanaan

Deskripsi Kegiatan
September Oktober NovemberDesember

Tabel 1 Rencana Penelitian 
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